BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis

lakukan mengenai pengakuan anak luar kawin menurut Pengetapan

Pengadilan Agama Semarang Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.SMG,

maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

1)

2)

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam
menetapkan penetapan tersebut terdapat dua pertimbangan.
Dasar pertimbangan yang pertama yaitu tentang duduk perkara
yang mana para pemohon memberikan kuasa kepada kuasa
hukumnya dan tetap pada permohonannya sehingga Majelis
Hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan bahwa anak
yang berinisial ST tersebut yang lahir di Raoyuan Taiwan pada
tanggal 24 Agustus 2014 adalah anak luar diluar perkawinan
dari para pemohon yang mempunyai hubungan keperdataan
dengan keduanya. Kemudian dasar pertimbangan hukum yang
digunakan oleh hakim dalam menetapkan penetapan ini yaitu
tentang hukum yang digunakan oleh hakim. Dimana Majelis
Hakim mempertimbangkan tentang hak- hak asasi anak yang
harus terpenuhi.

Akibat dari pengakuan status anak luar kawin yaitu adanya

kedudukan setelah diakui dan adanya hak- hak anak setelah
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memperoleh pengakuan. Kedudukan anak luar kawin setelah
diakui yaitu timbul hubungan hukum antara anak dengan
bapak biologis yang mengakuinya.Anak Luar Kawin Diakui
tidak dapat menjadi ahli waris dari bapak yang mengakui tetapi
hanya bisa mendapatkan pemberian berupa hadiah namun
dengan bagian yang lebih sedikit dari bagian anak sah.
Kemudian hak- hak anak setelah memperoleh pengakuan yaitu
terhadap orang tuanya anak wajib untuk menghormati orang
tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, serta terhadap
anaknya orang tua wajib memelihara dan mendidik anak

dengan sebaik- sebaiknya.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dilakukan, maka saran yang dapat penulis ambil adalah sebagai
berikut :
Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap
anak, maka setiap hubungan biologis yang akan dilakukan oleh
sepasang laki- laki dan perempuan haruslah dilangsungkan setelah
adanya perkawinan yang sah dan dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku, agar anak yang dilahirkan
memiliki status hukum sebagai anak sah, dengan demikian tidak

menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
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